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WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERLBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIS DAERAH

BATUAN PENDIDIEAN FORMAL SEKOLAH DASAR |
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

Menimbang

f

bahwa dalam rangks meningkatkan efcktivitas dan
muty pengelolaan pendidikan oleh saman pendidilan
dasar, perln melaloukan penggabungun beberapa unit
pelaksana tekmis dinas pada satuan pendidikan formsl
seknlah dasar yang berada dalam salu lokasi atau
kompiek penyelenggarasn pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans
dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota lentang Perubahan Alas Peraturan Walikota
Amben Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dacrah Satuean
Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas
Pendidikan Kota Ambon;

Mengingal 2 A Undang-Undang MNomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957
ientang Pembentukan Dacrah Swatantra Tingkat 11
dalam Wilayah Dacrah Tingkat | Maluku [Lembaran
Negarm Tahun 1957 MNomor B0} schapal Undang
Undang [Lembaran Megara Pepublik Indonesia Tahun
1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor L&45);

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenrang Sistem
Pendidikan Masional (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran™egar
Republik Indonesia Nomor 4586);
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11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayvanan Publik  (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Wepara [Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomoer 6, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indoncaia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentsng
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5587
sebhapsimana telsh diubah beoberspa ksli, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenteng
Perubahan Kedua atas Undanp-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neparn Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 58,
Tembahan Lembaran MNegara Republik Indonesa
Momor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tehun 1979 tentang
Prrubahan Batas Wilayah Kotamaedya Dacrah Tmghkat
I Ambon (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemenintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebapaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomoer 19 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gurn (Lembaran
Megara Republik Indoncsia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penvelenggaraan  Pendidikan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 23, Tambahan Lembaran Negame Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Tentong Perubshan Atas  Peruturan  Pemeriotah
Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelengearaan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomer 112,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahon 2016 entang
Peranglat. Daersh  [Lembaran  Nepara Republik
Indonesia Tshun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

indonesia Momor 13 Tabun 2007 tenbang Stander
Kepala Sckolah/ Madrasah;



Menetapkan

12, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan HKlasifikasl Cabang Dinas dan Unit Pelaksans
Tekms Daerah [Berita Negara  Republik Indonesia
Tehun 2017 Nomor 451);

149.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tabun 2017 tentang Penerimasn Peseria
Didik Baru pada Taman Kenak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sckolah Mencngah Pertama, Sckolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang
Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 660);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penugasan OGuru Sebagai Kepala Sekolah ([Berits
Negara Republik Indomesia Tahun 2018 NMomor 486);

16, Peraturan Menteri Palam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 wentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Reguier [Berita Negara  Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 147);

17. Peraturan Dacrah Kota Ambon Momor 5 Tahun 2010
tentang  Penyelenpggaraan Pendidiken (Lembaran
Dacrah kota Ambon Nomor 5 Sen E Tahun 2010,
Tambahen Lembaran Dacrah Kote Ambon Nomor 25
Tahun 2010} .

18, Peraturan Daerah Kota Ambon Momor 4 Tehun 2006
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh
Kota Ambon [Lembaran Daersh Kota Ambon Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Ambon Nomor 321);

19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon
[Berits Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 25 TAHUN 20149
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
FELAKSANA TEENIS DAERAH SATUAN PENDIDIEKAN
FORMAL SEEOLAH DASAR PADRDA DINAS PENDIDIKAMN
KOTA AMBON K



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon
Momor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Tekms Doerah Satuan Pendidikan Formal
Sckolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon (Berits
Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 23] diubah sebagui

benkut;

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1diubah dan diantera angks |
dan anpka 12 disisipkan 1 (sata} angka yakni angka 114,
sehingga berbuanyi sebagal berilr

Pasal 1

Dialam Peraturan Welikota ini vang dimaksud dengan:

1
2,

11

Dacrah adalah kota Ambon,

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daergh sebagai
unsur penyelenggara pemeriiitahan daerah  vang
memimpin  Urisan pemenntzhan ypang  menjedi
kewenangan dacrah olonem.

Walikola adalah Walikota Ambon.

Sekretans Daersh adalah Selretaris Kota Ambon
yang sslanjutnya disinghkat Seloetaris Kota,

Dinas adalah unsur pelaksana urnisan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daersh.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kots
Ambaon scbagal  unsur poluksana  dalam
menyelenggarakan unisan pemerintahan di bidang
pendidikan.

Satuan prm:hdlkan su:lgluh kelompole.  layanan
pendidikan vang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formsl, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jemis pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan  yang
terstruktur  dan  berjenjeng  yang  terdini | atas
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan
penclidikan  yang  menyelenggarakan  program
pendidikan formmal.

Sckolah Dasar yvang selanjutnyes dismgkat 3D adalah
salah satu bentul sanian pendidikan formal veng
menyelengegarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar,

Unit Peluksana Teknis Daermh Satuan Pendidikan
Formal Sekolah (dasar yvang disingkat UPTD Satuan
Pendidikan Formal 8D, selanjuinya disebut 5D
adalah orgenisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis opcrasional danfataa kegiatan s tcknis
penunjang  tertentu. di bidang pendidikan pads
Jjenjang sckolah dasar pads Dines Peodidikan.
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Penggabungan adalah menyatukan beberapa UPTD
saluan  pendidikan formal sekolah dassr unmok

meningkatkan efektivitas dan mutu pengelolaannya,

Kepala LUPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah
Dasar yang sclanjutnya  disebut Kepala Sekolah
dijahat oleh Jabatan Fungsional Guru sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kepala Seknlah adalah guri yang diberi tugas uniuk
memimpin dan mengelola satuan pendidikan formal
scliolah dasar (S0).

Gury adalah pendidik profesional denpgan tugas
utama mendidik, mEengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, serta menilai  dan
mengevaluasi pescria didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah.

Tugas teknis operasional adalah  tugas  untuk
melaksanakan kegiatan teknis terfeniu vang secarn
langsung berhubungan dengan pelayanan
masvarakat.

Tupas teknis penunjang  adalah  tugas untuk
melaksanakan kepiatan tekmis tertentu dalam rangka
mendulung pelaksanaan tugss orgenisast induknysa.
Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disinglat
ASN adalah profesi bagl pepawal negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
brekera pada instans pemenntah.

Jabatan adalah Lkedudukan yang menunjulckan
fungsi, tugas, tangpung jawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai ASNL.dalam suatu satusn organisasi.
Jabaran Fungsional adalah sekelompaok jabatan yvang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vang berdasarkan pads keahban dan
keterampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah ditambahkan 2 (dua} avat wakni
ayat (3} dan ayat (4], schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Feraturen Welikots ind dibentak 50 pada Dinas
Pendidikan,

(2} SD schagaimana dimalksud pada ayar (1), tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini.

[3)  Menggabiungkan beberapa SD vang pembentukannya
scbagaimana dimaksud dalam avat (1) dan ayat (2)
yvakmi:

a. 8D Megert L (satu) Rumah Tigs digabung dengan SD

Negeri- 3 [tiga) BRumah Tiga menjadi SD WNegeri 1
[satu} Rumah Tiga; dan



b, SD Negeri 36 (Hga puluh ecnam) Rumah Tiga
digabung dengan 8D Negeri 81 (delapan puluh sty

Rumah Tiga menjadi S0 Negeri 36 [tgs puluh enam)
Rumah Tiga.

(4} Hetentuan angka 1V Lampiran | dihapus 2 (dua) angka
vakni angka 19 dan angka 25, schingga berbunyi
sebagaimana terdapat dalam Lampiran [ Peraturan
Walikota ini.

Pasaal I

Feraturan  Walikota m mulai  berlabu  pada  tangpal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kote Amban

Ditetaplkan di Ambon
pada tanggal |5 WMaret
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pada tanggal 1T Magret 2011
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41, 503 Negen Sova,
42, 80 Negen Tuni,
43. 50 Neperi Karpan.

. SEKULAH DASAR PADA WILAYAH KECAMATAN NUSANIWE

1. SO0 Inpres 19 Ambon.,
2. 5D lnpres 20 Ambon.
@ S0 Inpres 21 Ambon.
. S0 Inpres 25 Ambaon.
5. 2D Inpres 27 Ambon.
6. S0 inpres 33 Ambon.
T. 8D lnpres 42.
8. 5D Inpres 48 Ambon.
B D Inpres 49 Ambaon.
10, 513 Negeri 1 Amahusu,
11. 5D Negeri 1 Latuhalatr
12. 5D Negeri 1 Latihan SPG.
13. B Negeri 2 Amahusu.
14. 50 Negeri 2 Latuhalat.
15. 50 Negeni 2 Latihan SPG.
16. 510 Negeri 5 Ambon.
17, 80 Negeri 6 Ambon.
18. 8D Nepen 7 Ambon.
19. 50 Neger: & Ambaon.
20, 50 Negeri 9 Ambon.
21. S Neperi 12 Ambon.
23, 80 Negeri 13 Ambon.
23, 8D Negeri 14
24, 80 Negeri 30 Ambaorn.
25, 5D Negeri 32 Ambon.
26, S0 Negeri 37 Amban.
27, 5[ Negeri 38 Ambon.
26, S0 Negeri 41 Ambaon.
29. 50D Negeri 47 Ambon.
30. 20 Negeri 67 Ambon,
31. 80 Negeri 68 Ambon.
A2, 5D Negeri 69 Ambon.
33 5D Megeni 71 Ambon.
34, 3D Negen 72 Ambon.
35. 5D Neperi 73 Ambon.
36. S0 Negeri B2 Ambeon.
37. SD Negeri 83 Ambon.
J#. 5D Negeri 84 Ambon.
39, 30 Negeri 83 Ambon.
40, 5D Negeri 95 Ambon.
41. 51} Negen Air Louw,
42, 5D Negeri Eni
43. 50 Negeri Seilale.
44, 30D Neper Teladan.
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